
 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR  028 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 085 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN PENGECUALIAN 

KEWENANGAN PELAKSANAAN MEKANISME BELANJA MAKANAN DAN 

MINUMAN PADA PANTI-PANTI DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

      

Menimbang:  a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) pada Panti-panti di Lingkungan 

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam rangka 
efisiensi dan kecepatan pemenuhan kebutuhan makanan dan 
minuman para penghuni panti-panti, perlu ditetapkan 

pengecualian atas ketentuan pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana berlaku pada umumnya untuk lingkup 

pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah 
khususnya makanan dan minuman (konsumsi); 

b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 

Tahun 2009 tentang Pengaturan Pengecualian Kewenangan 
Pelaksanaan Mekanisme Belanja Makanan Dan Minuman Pada 
Panti-Panti di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan, sudah kurang relevan lagi dengan 
dinamika perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu 

dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2009 tentang 

Pengaturan Pengecualian Kewenangan Pelaksanaan Mekanisme 
Belanja Makanan dan Minuman pada Panti-panti di 
Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan; 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penentapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai  
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3142); 

 
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3796); 

 
4. Undang–Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
 
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 
 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4419); 
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(Konvenan Intrnasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 
 
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(Konvenan Intrnasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 

 

15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 
 

17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

 
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5235); 

 
20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi 

mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 
 
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256); 

 
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5332); 
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23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5871); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 

 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial Bagi fakir Miskin (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 

 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); 

 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 
peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 
32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 
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33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

  
34. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

 
35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas 

Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang 

usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688); 
 

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) 
 
37. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang 

Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390); 

 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 

40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 

Nomor 13); 
 

41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 

2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16); 

 

42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Rencana Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 41); 
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43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 

 
44. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 

2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 
095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 
Nomor 95); 

 

45. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072             

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  Tahun 

2016 Nomor 72); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 085 
TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN PENGECUALIAN 

KEWENANGAN PELAKSANAAN MEKANISME BELANJA MAKANAN 
DAN MINUMAN PADA PANTI-PANTI DI LINGKUNGAN DINAS 
SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 

Tahun 2009 tentang Pengaturan Pengecualian Kewenangan Pelaksanaan 

Mekanisme Belanja Makanan Dan Minuman Pada Panti-Panti di Lingkungan 

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 85), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 4 

Pengecualian atas mekanisme pelaksanaan belanja langsung makanan dan 

minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan batas kewenangan yang 

meliputi: 

a. Untuk batas pengadaan makanan dan minuman sampai dengan                

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kewenangan 

langsung kepada kepala panti selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. 
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b. Untuk batas pengadaan makanan dan minuman lebih dari                         

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan          

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan 

Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran; dan 

 

c. Untuk batas pengadaan makanan dan minuman lebih dari 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus mendapat ijin tertulis dari 

Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

   Ditetapkan di Banjarmasin 

  pada tanggal 24 Maret 2017 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
                           ttd 
 

H. SAHBIRIN NOOR 
  Diundangkan di Banjarbaru 

  pada tanggal 24 Maret 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

ttd 

 
H. ABDUL HARIS 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2017 NOMOR 28 


